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Rapat Pa”PUf na Ke 8 Tahun 2018 -
Leglslatlf Terima Empat Ranperda
untuk Segera Dibahas

gaﬂbarm u;num reahaaal Ang- :
garan Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupatep Tabanan Tahun'

daerah
Bp 1,91 triliun lebih,

Tabanan (Bali Post) -
Empat buah ranperda diserahkan

eksekutif ke jajaran legislatif untuk

segera dibahas di gedung dewan
pada rapat paripurna ke-8 tahun
3 ~'2018,Semn(25/6)kemann.Ranperda
- yang disampaikan kali ini terkait

. menanggapi Opini WTP (Wajar Tan-

pa Pengecualian) yang merupakan

opini tertinggi atas audit laporan
keuangan dari BPK-RI Perwakilan
Provinsi Bali, 28 Mei 2018.

Empat ranperda tersebut yaitu

Ranperda tentang Pertanggung-

jawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017, Ranperda tentang Peny-
elenggaraan Kabupaten Layak Anak,
Ranperda tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, dan Ranperda tentang

" RANPERDA - Bupati Tabanan saat mmyampaihm ¢mpat 2
] perda ke jajaran legislatif, Senin kemarin.

taanToko S

walayan :
Sidang dibuka Ketua DPRD Ka-

bupaten Tabanan I Ketut Suryadi
didampingi para Wakil DPRD Ta-
‘banan, Wakil Bupati Tabanan I Kom-
ang Gede Sanjaya dan Forkopinda
Tabanan serta seluruh OPD di hng
kungan Pemkab Tabanan. :
Bupati Tabanan Ni Putu Eka %

Wiryastuti mengajak jajarannya

~agar mempertahankan raihan

Opini WTP empat kali berturut-

“turut. Berharap selalu melakukan

pembenahan karena masih banyak
kelemahan meskipun mendapat-
kan WTP. “Mohon dipertahankan,
karena membuat lebih mudah
daripada merawat. Jangan sampai
Opini WTP ini membuat lupa diri,
melainkan bahan evaluasi menjadl

sampm
sebesar Rp 1,87 triliun. _
Belanja daerah dan transfer diang- -
garkansebésaerz I%tnhunleblh, :
realisasinya mencapax 1 86t:u.h§m
lebih atau 85 persen. Raagsasx o
tersebut terdiri atas belanja Gperam
sebesar Rp 1,33 triliun lebih, ;
modal Rp 290 miliar lebih, belanja

' takterdugasebesaerQZZJutadan

tramfeer240m111arlebxh

13,54 n lebih. Bupati Eka ber-
hprap keempat Ranperda yang
diajukan mendapat perhatian dan
dilakukan pembahasan sesuai den-

tahuﬁ reahéasmya :

- Perubahan atas Peraturan Daerah lebih baik,” tegasnya. gan prosedur dan mekanisme yang
NonT)r 1 Tahun 2016 tentang Pena- Bupatx Ekaj Juga menyampmkan ada di DPRD. (kmb28) !
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, Semaﬁapura (Bali Post) -

Pendangkalan Tukad Unda di sekitar eks
asih terjadi. Kondisi yang berlangsung seja

karena aliran air beralih haluan.

galian C Kabupaten Klungkung &
k erupsi Gunung Agung, Karang-

sem ini belum tersentuh normalisasi. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu
alasan. Hal tersebut menyebabkan jalan pelabuhan terancam semakin tergerus -

- Berdasarkan pantauan
* Minggu (24/6) kemarin, pen-
dangkalan terjadi dari cek
dam utara jembatan By-pass
Ida Bagus Mantra hingga

* ke selatan. Aliran air masih

- mengarah ke timur, beralih

_ gari sebelumnya yang lang-
ung ke selatan. “Karena

air beralih ke timur akibat

.- Tukad Unda mendangkal,
" jalan menuju pelabuhan

hubungan Klungku

ng I Nyo-

man Sucitra.

Pejabat asal Desa Tusan
Kecamatan Banjarangkan
ini mengatakan sesuai pan-
tauannya, jalan tergerus
sudah ada di sejumlah titik.
Dikhawatirkan semakin ban-
yak lantaran debit air menin-
gkat seiring hujan lebat yang
berlangsung beberapa hari
belakangan. “Sudah ada tiga
titik yang putus. Kendaraan

juga terus bertambah karena
aliran air cukup besar saat
hujan,” jelasnya. Langkah
normalisasi menurutnya -
sangat perlu dilakukan. Na-
mun itu menjadi kewenangan
Balai Wilayah Sungai (BWS)

. Bali-Penida. “Dishub hanya

mengurus pensertifikatan
jalan saja,” imbuhnya.

PPK Operasi dan Peme-
liharan BWS Bali Penida I
Wayan Budiasa mengatakan

' ~ tetap berpotensi tergerus,”
ungkap Kepala Dinas Per-

£, S«

ganan pendangkalan tahun
ini. Dinyatakan, anggaran
. yang dibutuhkan tergolong
besar karena cukup pa jang.
; ek : “Tahun ini belum ada. Itu
g G perlu anggaran cukup besar,”
R i O i terangnya. \
Disebutkan pula, ‘penan-
.ganan itu harus diimbangi
kajian komprehensif. Kepemi-
likan lahan harus benar-be-
nar dipastikan supaya nanti-
nya tak memicu polemik. “Di
sana masih ada tanah milik

hatus dikaji secara menye-
luruh,” tandasnya. Desakan
normalisasi sempat datan
dari Sekretaris Komisi I
DPRD Klungkung I Wayan
Buda Parwata. “Jalan menuju

tidak bisa lewat. Khawatir

warga. Kalau normalisasi, itu

belum ada rencana penan-

pelabuhan sudah putus kar- -
ena menjadi aliran sungai. -
Makanya harus dilakukan
normalisasi,” tegasnya.’ '
Apalagi, lanjutnya, set-
elah erupsi Gunung Agung,
sejumlah warga sempat
melakukan penambangan -
secara ilegal yang semakin
merusakan lingkungan. Poli-
tikus Partai Hanura ini juga
- menyarankan pemerintah
bekerja sama dengan pemi-
lik alat berat, mengembali-
kan alur sungai. “Soal hasil
galian berupa material pasir,

. apakah mau dipakai men- =
- imbun kubangan yang ada, -

\itu silakan saja dibicarakan
.dengan pemilik alat berat,”

pungkas. (kmb45)
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